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TENTANG

PENETAPAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN

EVALUASI JABATAN

DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

Menimbang

Mengingat

INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG,

v a
T a.

bahwa dalam rangka penataan kelembagaan,
kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan yang
berbasis kompetensi dan kinerja diperlukan analisis
jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

bahwa analisis jabatan merupakan proses, teknik dan
metode untuk memperoleh data jabatan yang diolah
menjadi informasi jabatan, analisis beban kerja
dilaksanakan untuk mengukur dan menghitung
beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan
efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatkan
kapasitas organisasi yang profesional, transparan,
proporsional dan rasional, sedangkan evaluasi jabatan
adalah sebuah analisa untuk membuat estimasi nilai
(pembobotan) dari sebuah pekerjaan;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Inspektur Kabupaten Sintang;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
19533 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352} Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820}

2. Undang-Undang ...



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9@ Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota,

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah ...
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Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Analisis;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun
2012 tantang Analisis Jabatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 75 tahun 2004 tentang Pedoman
Perhitungn Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban
Kerja Dalam Penyusunan Formasi;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
12 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
21 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional
Umum Pegawai Negari Sipil;

22. Peraturan Daerah...



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

22.  Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7};

23. Peraturan Bupati Sintang Nomor 107 Tahun 2016

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN ¢

: KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN SINTANG TENTANG

ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN
EVALUASI JABATAN INSPEKTORAT KABUPATEN SINTANG

: Menetapkan hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja,

Evaluasi Jabatan dan Peta Kerja pada Inspektorat
Kabupaten Sintang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini;

: Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini, merupakan informasi jabatan yang
dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan
penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan
pengawasan yang berbasis kompetensi dan kinerja di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang.

: Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini, merupakan acuan dan pedoman
untuk mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan
dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan
meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional,
transparan, proporsional dan rasional Lingkungan
Inspektorat Kabupaten Sintang.

: Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU Keputusan ini, merupakan acuan dan pedoman
untuk membuat estimasi nilai {pembobotan) dari sebuah
pekerjaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang.

: Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU

Keputusan ini, merupakan ringkasan hasil pemetaan
jabatan berbentuk bagan sebagai bahan informasi seluruh
jabatan, kekuatan pegawai yang ada dan dibutuhkan di
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Sintang.

KEENAM. ..



KEENAM

. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 33 Desember 2019
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